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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH 

DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN 

BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI 

PROVINSI LAMPUNG 
 

 

Oleh 

 

Nanda Dwi Novalia  

 

 

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 

pada kabupaten / kota di Provinsi Lampung. 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten / kota di Provinsi Lampung 

yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 

tahun 2011-2014. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Purposive Sampling . Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, 

uji f, dan uji koefisien determinasi.  

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara 

simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, 

Belanja Modal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACT 

 

  

EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, REGIONAL AND REVENUE ALLOCATION 

FUND GENERAL BUDGET ALLOCATION OF THE CAPITAL DISTRICT 

GOVERNMENT / CITY IN THE PROVINCE OF LAMPUNG 

 

By 

 

Nanda Dwi Novalia 

 

 

This study aims to provide empirical evidence about the effect of the Economic Growth, Local 

Own Revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU) on the Capital Expenditure 

districts / cities in Lampung Province.  

 

The sample used in this study were 11 districts / cities in Lampung Province taken  from the 

Report of Actual Income and Expenditure Budget (budget) from the years 2011-2014. Methods of 

data collection used in this study is purposive sampling methods. Analysis tool used in this study 

is multiple linier regression with a t test, f test, and test the coefficient of determination.  

 

The results of this study indicate that partial the General Allocation Fund (DAU) have a 

significant effect on the Capital Expenditure. Meanwhile, Economic Growth and Local Own 

Revenue (PAD) had no significant effect on the Capital Expenditure. Simultaneously 

EconomicGrowth, Local Own Revenue (PAD),and the General Allocation Fund (DAU) 

significant effect on the Capital Expenditure. 

 

Keywords : Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Capital 

Expenditure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah 

adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, 

mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan 

publik agar lebih efesien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun 

karateristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak 

yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko 

fiskal. 

 

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi 

UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara 

fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa 

antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & 

Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara 

implicit merupakan bentuk kontra antara eksekutif, legislatif, dan publik. 
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Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada 

semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan 

kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban 

publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang 

dilakukan secara ekonomi, efesiensi, dan efektivitas (value for money) untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada 

hakikaynya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah 

daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang 

berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu artinya, APBD harus mampu 

memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas 

berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai 

dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan rill di masyarakat untuk suatu 

tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai 

berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar 

dirasakan masyarakatlayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No. 

58 Tahun 2005). 

 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman 

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, 

anggaran daerah biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). 

Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, 

barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD 

(Kawedar dkk,2008). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito 

Kawedar, dkk (2008), APBD merupakan rencana keuangan tahun Pemerintah 
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Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran 

melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), 

dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai 

pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. 

Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses 

ratifikasi anggaran. 

 

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara 

eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD 

yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak 

eksekutifbertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, 

kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) 

sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat 

legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak 

eksekutif.  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber 

pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan 

meningkatkan investasi belanja modal pemerintahan daerah sehingga kualitas 

pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan 

asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan 
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hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan 

anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli 

daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja 

pegawai, karena terlalu besarnya belanja pegawai yang dinilai dalam APBD hal 

ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk belanja modal, yang dipandang 

lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik 

kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan Keuangan 2012). 

 

Fenomena yang ada bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Pendapatan 

Asli Daerah dan Belanja Modal sangat kecil, sedangkan pada Dana Alokasi 

Umum terjadi peningkatan yang besar. Hal ini mengakibatkan tidak ada peranan 

atas Pendapatan Asli Daerah terhadap kegiatan daerah yang mana seharusnya 

PAD menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah, sehingga DAU 

menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah. 

 

Pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal 

dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan 

pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, 

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah 

seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih 

banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih 

(2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan 

belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan 

aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapatan tersebut, Stine (1994) dalam 
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Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah 

hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat 

ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan 

publik. 

 

Hasil penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) tentang pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal (study kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah), hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang 

berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

 

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam 

kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu 

daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, 

Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari 

pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan 

yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). 

Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah 

Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai 
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belanja modal di daerahnya. Namun, pada praktiknya, transfer dana yang 

bersumber dari APBN merupakan sumber pendanaan utama Pemerintahan Daerah 

untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.  

 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat satu karya 

ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas makaperumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal? 

2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal? 

3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini  

adalah : 
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1. Untuk memberikan bukti empiris pada Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal. 

2. Untuk memberikan bukti empiris pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal. 

3. Untuk memberikan bukti empiris pada Pengaruh Dana Alokasi Umum 

terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi penulis, sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga 

menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi serta 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

beserta pengelolaan keuangan daerah, dan kaitannya dengan pembangunan 

daerah otonom sesuai dengan tujuan awal konsep desentralisasi dan sebagai 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada program studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.  

2. Bagi pemerintah pusat, diharapkan penelitian ini memberikan masukan 

mengenai pengembangan atas peningkatan PAD, sehingga di masa mendatang 

daerah otonom dapat mengembangkan dan membangun daerahnya dengan 

sumber pendanaan dan hasil kekayaan di daerahnya. Diharapkan konsep 

desentralisasi sesungguhnya dapat terwujud secepatnya. Pemerintah daerah 

tidak menggantungkan diri kepada pemerintahan pusat terus menerus paling 

tidak dapat di minimalisirkan sehingga semakin mandiri. 



8 

 

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian 

konsep tentang bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan PAD 

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, baik 

yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Teori Keagenan 

 

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah 

persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana 

prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas 

nama prinsipal (Jasen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat 

perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak 

agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Scott 

(2000) dalam Bangun (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan 

cabang dari game theory  yang mempelajari suatu model kontraktual yang 

mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja 

bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasikan 

pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang 

dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas 

persetujuan bersama. 

 

Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering 

mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi 

agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan 
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hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. 

Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, 

sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (asymmetric information). 

Mursalim (2005) dalam Bangun (2009) menyatakan bahwa informasi yang lebih 

banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan 

sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan utylitynya. 

Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan 

yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang 

ada.   

 

2.2 Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-

satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka 

lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28). Pertumbuhan ekonomi adalah proses 

perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan 

menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi 

dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. 

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 

(Boediono, 1985). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila 

tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti berarti 

jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada periode berikutnya 

yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimaksukkan dalam 

produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.  
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Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses 

pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya 

pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah 

kebutuhannya akan pandang, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan 

kesehatan.  

 

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka 

masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman, 

yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. 

Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan menarik investor untuk 

membuka usaha di daerah tersebut.   

 

Pertumbuhan ekonomi yang sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.  

 

Penyajian angka-angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas 

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang 

dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap 

tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu 

tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat 

digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas 
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dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun. 

 

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produksi 

Domestik Bruto) dan pendapatan rill per kapita memang bukanlah satu-satunya 

sasaran di Negara-negara berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam 

meningkatkan pertumbuhan output perlu dilakukan karena merupakan syarat 

penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung 

tujuan kebijakan pembangunan lainnya. 

 

2.3 Alokasi Anggaran Belanja Daerah 

 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Belanja daerah adalah 

kewajiban Pemerintahan daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan 

bersih. Selanjutnya, dalam operasionalisasinya pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 25 Tahun 2009, belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran 

daerah, disamping pengeluaran pembiayaan daerah yang disusun dengan 

pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang 

direncanakan agar pemerintahan daerah berupaya menetapkan target capaian baik 

dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang 

menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, belanja daerah merupakan perkiraan 

beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif 

dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam pemberian 

pelayanan umum. 
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Klasifikasi Belanja daerah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu 

Belanja Operasional dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan belanja yang 

memberikan manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan 

operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Sedangkan Belanja Modal 

adalah belanja yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya material. 

Penentuan tingkat materialitas belanja perlu dituangkan dalam Peraturan Kepala 

Daerah. Berikut jenis-jenis belanja diantaranya: 

1. Belanja Operasional, terdiri dari: 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang 

3) Belanja Bunga 

4) Belanja Subsidi 

5) Belanja Hibah  

6) Belanja Bantuan Sosial 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

2. Belanja Modal, terdiri dari: 

1) Belanja Tanah 

2) Belanja Peralatan dan Mesin 

3) Belanja Gedung dan Bangunan 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  

5) Belanja Aset Tetap Lainnya 

3. Belanja Tak Terduga 
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2.4   Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Menurut Halim (2004 : 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah   

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah 

dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah” 

 

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli 

daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: 

1. Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang 

dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku. 

Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran dan Rumah Makan 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 
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6) Pajak Badan Galian Golongan C 

7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman 

2. Retribusi Daerah 

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli 

daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa 

umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

2) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
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3. Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya 

campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan 

daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industry. Dengan adanya 

otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan 

daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD ini bersama sektor swasta atau 

Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan 

perekonomian daerah. 

4. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai 

belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan 

tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh 

pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada 

pemerintahan pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman 

kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, 

dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah. 

 

2.5   Dana Alokasi Umum (DAU) 

 

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU 32/2004). Salah satu dana 
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perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras 

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana Alokasi 

Umum (DAU) merupakan dana hibah (grants) yang kewenangan pengguna 

diserahkan penuh kepada Pemda penerima. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi 

umum yaitu: “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi”. Dengan perimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan 

kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk 

membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

2.6 Belanja Modal 

 

Menurut Halim (2007:101) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap 

pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap 

lainnya. Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama:  

1) Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, 

pengasongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, 
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dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan 

sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas 

peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih 

dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam 

kondisi siap pakai. 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 

bangunan dalam kondisi siap pakai. 

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan 

pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

5) Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan 

serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam 
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kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan 

jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal 

kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan 

barang untuk meseum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal 

ilmiah. 

 

Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat 

langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan 

yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, 

pungutan ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan 

membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak meningkat. 

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan 

aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat 

dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal. 

Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat 

digunakan sebagai sumber pendaaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan 

Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

2. Dana Perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Alokasi Khusus. 

3. Lain-Lain pendapatan yang sah yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 
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Sedangkan Pembiayaan daerah bersumber dari: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana cadangan daerah, dan Hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengalokasi dana yang bersumber dari 

pendapatan dan pembiayaan daerah kepada belanja daerah ditentukan oleh 

kebutuhan daerah sendiri atas kebutuhan belanja daerahnya. Pada umumnya 

sumber dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah lebih banyak 

dialokasikan kepada belanja operasional daerah dan sisanya dialokasikan untuk  

belanja daerah lainnya diantaranya belanja modal. DAU lebih banyak   

dialokasikan kepada belanja pegawai, dan sisanya dialokasikan kepada belanja-

belanja daerah diantaranya Belanja Modal. Abdullah (2008) juga menjelaskan 

bahwa belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (fund). Dana 

bantuan pemerintah yang selalu dialokasikan untuk membiayai Belanja Modal 

adalah Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan jumlah belanja modal yang 

dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah 

sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 

2010-2014. Namun Bank Indonesia dalam Bisnis.com (02/03/2013) mencatat 

bahwa alokasi Belanja Modal dihampir seluruh daerah terhadap total anggaran 

secara umum masih rendah. Pangsa Belanja Modal terhadapAPBD di Luar Jawa 

memang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa, sejalan dengan luasnya ruang 

kebutuhan pengembangan infrastruktur. 

 

Berdasarkan teori diatas peneliti mencoba menguraikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi besarnya alokasi Belanja Modal Pemda dalam APBD yaitu: 

1. Kelemahan perencanaan belanja pemerintah daerah. 

 
Proporsia lokasi belanja daerah masih didominasi kepentingan operasional 
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rutin pemerintahan seperti belanja barang dan belanja pegawai dibandingkan 

dengana lokasi belanja untuk kegiatan yang langsung bersentuhan dengan 

kebutuhan publik. Hal ini tentunya mempengaruhi besarnya anggaran Belanja 

Modal Pemda. 

2. Ketersediaan sumber-sumber dana belanja daerah. 

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan merupakan sumber-sumber dana belanja 

daerah. Apabila PAD terbatas untuk membiayai belanja daerah maka 

diperlukan adanya bantuan dana transfer (DAU, DBH, DAK) dari pemerintah 

pusat untuk membantu pendanaan belanja daerah dan menggunakan dana 

Pembiayaan (SiLPA, Pinjaman) bila terjadi defisi tanggaran. Apabila tidak 

tersedia sumber-sumber dana belanja daerah yang cukup maka sangat riskan 

untuk bisa menyediakan anggaran yang besar khususnya untuk  Belanja 

Modal. 

3. Luas nya daerah yang perlu dikembangkan dan dibangun. Daerah yang padat 

pembangunan tentunya tidak membutuhkan alokasi Belanja Modal yang 

banyak. Pengalokasian dana pemeliharaanlah yang perlu ditingkatkan. Namun 

bagi daerah yang baru dimekarkan tentunya membutuhkan alokasi dana yang 

sangat besar pada Belanja Modalnya. Daerah pemekaran membutuhkan 

banyak pembenahan, pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana 

publik yang memadai dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat 

sehingga daerah tersebut memiliki daya saing yang kuat dengan daerah 

lainnya. 
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Straub (2008) menjelaskan bahwa teori pertumbuhan modern menekankan 

kemungkinan peran belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dalam penelitiannya efek langsung peningkatan Belanja modal adalah dapat 

secara langsung mempengaruhi produktivitas faktor-faktor lain yang dapat 

merangsang peningkatan output ekonomi. Dan secara tidak langsung terkait 

dengan eksternalitas. Dengan adanya infrastruktur yang berkualitas maka dapat 

mengurangi biaya ketergantungan terhadap sektor swasta seperti penyediaan 

air bersih, listrik maupun jalan sesuai dengan hasil penelitian Agenor dan 

Moreno (2006). Pengeluaran biaya daerah kesektor swasta juga dapat 

dikurangi melalui peningkatan modal manusia dan produktivitas tenaga kerja 

sebagai hasil atas investasi publik (Galianiet al., 2005). 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 

Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu 

Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan 

data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi 

memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. Sedangkan variabel PAD dan DAU berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

 

Ivana (2009) meneliti tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pedapatan 

Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah 

Daerah. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Propinsi Lampung 
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Tahun 2002-2006. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa hanya Dana Alokasi 

Umum yang berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dapat 

diterima, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal ditolak, jadi Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

 

Arwati dan Hadiati (2013) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa 

Barat Tahun 2008-2010. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel 

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Belanja Modal 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sularno (2013) tentang pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu 

Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2007-2011. Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa variabel independen tersebut (variabel Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Belanja Modal. 
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Penelitian terdahulu di atas kemudian diringkas dalam Tabel 2.1 berikut  

ini : 

Tabel 2.1 

Ringkasan penelitian terdahulu 

Peneliti (tahun) Variabel yang 

Digunakan 

Hasil Penelitian 

Darwanto dan Yulia 

Yustikasari (2007) 

Variabel dependen : 

belanja modal 

 

Variabel independen : 

pertumbuhan ekonomi, 

PAD, DAU 

Variabel PAD dan DAU 

berpengaruh positif 

terhadap belanja modal. 

Sedangkan variabel 

pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh 

terhadap belanja modal 

Yonia Ivana (2009) Variabel dependen : 

belanja modal 

 

Variabel independen : 

Dana alokasi umum, 

pendapatan asli daerah 

dan pertumbuhan 

ekonomi 

Variabel DAU 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Belanja Modal dapat 

diterima, sedangkan 

Pertumbuhan Ekonomi 

dan PAD berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Belanja Modal 

ditolak, jadi Pertumbuhan 

Ekonomi dan PAD tidak 

berpengaruh terhadap 

Belanja Modal 

Dini Arwati dan Novita 

Hadiati (2013) 

Variabel dependen : 

belanja modal 

 

Variabel independen : 

pertumbuhan ekonomi, 

PAD, DAU 

Variabel Pertumbuhan 

Ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal, 

sedangkan PAD, dan 

DAU berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel Belanja Modal. 

 

Fitria Megawati Sularno 

(2013) 

Variabel dependen : 

belanja modal 

 

Variabel independen : 

pertumbuhan ekonomi, 

PAD, DAU 

Variabel Pertumbuhan 

Ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal, 

sedangkan PAD, dan 

DAU berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel Belanja Modal. 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

 

2.8.1 Pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian 

Belanja Modal 
 
 
Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan 

perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah 

daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik 

(public sevice) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. 

Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur 

atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi 

masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari 

pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 

dalam APBD. Dengan demikian, ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi 

dengan pengalokasian belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi 

belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana 

dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun 

anggaran.  

 

2.8.2 Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 

Pengalokasian Belanja Modal 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaram 

belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti 

pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) 

kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (public 
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service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena 

masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. 

Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan 

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan 

infrastruktur atau sarana prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja 

modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada pengaruh antara 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak 

semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi 

yang baik pula. 

 

2.8.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Daerah 

 

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan 

untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka 

pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintahan daerah (agen) kepada 

masyarakat (prinsipal). Bedanya PAD berasal dari uang masyarakat, sedangkan 

DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. 

Pada penelitian ini menggunakan tahun yang berbeda yaitu tahun realisasi untuk 

variabel x dan tahun berikutnya tahun anggaran untuk variabel y. 

 

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

           H1 (+) 

      H2 (+) 

 

     H3 (+) 

 

 

2.9 Hipotesis Penelitian 

 

2.9.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal 

 

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini 

mendorong pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. Tetapi, kemudian daerah yang satu dengan daerah yang lainnya 

dalam mengelola potensi lokasinya dan ketersediaan sarana prasarana serta 

sumber daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya (Nugroho, 

2010). 

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur 

dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk 

peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian Lin dan Liu (2000) 

bahwa upaya desentralisasi memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Belanja Modal 

(Y) Pendapatan Asli Daerah (X2) 

Dana Alokasi Umum (X3) 
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pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995) dalam Lin dan Liu (2000) 

membuktikan bahwa antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan. Darwanto (2007) menyatakan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor 

tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, 

kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, 

pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, 

pengeluaran pemerintahan dan dukungan pembangunan. 

 

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda 

sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi 

modal swasta maupun pemerintahan. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah 

lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. Pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti 

tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana 

Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang 

digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan 

alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel 

Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan penelitian yang dikakukan oleh 

Arwati dan Hadiati (2013) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian 
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Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa 

Barat Tahun 2008-2010. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel 

independen tersebut (variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi Umum) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja 

Modal. Sedangkan penelitian Nugroho (2009) menunjukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena peningkatan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan 

anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. 

Dalam penelitian tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel 

anggaran belanja modal tahun berikutnya menggunakan tahun anggaran. Oleh 

karena itu, untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut: 

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian   

anggaran Belanja Modal. 

 

2.9.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal 

 

Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan 

menggunakan transfer dari pemerintahan pusat yaitu Dana Alokasi Umum, 

Pemerintahan Daerah juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu 

Pendapatan Asli Daerah. Dalam literature ekonomi dan keuangan daerah, 

hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir 

decade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara 

empiris (Chang & Hang Ho, 2002 dalam Purnomo 2006). Sebagian studi 

menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sebagian lainnya 

menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Abdul Aziz, 2000 
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dalam Purnomo 2006). Namun, untuk kasus di Pemda di Indonesia, 

kecenderungan yang terjadi selama ini adalah Pendapatan mempengaruhi Belanja. 

Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan di daerah dimana menunggu kepastian DAU 

dulu baru menentukan alokasi belanja dalam APBD (Abdullah 2007). 

 

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau 

pengeluaran. Hal ini juga berlaku pada perubahan Pendapatan Asli yang akan 

berpengaruh terhadap belanja daerah, khususnya belanja Modal. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang 

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan 

terhadap Belanja daerah. Sehingga semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah 

maka semakin tinggi pula tingkat belanja daerah tersebut. Dalam penelitian 

tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel anggaran belanja modal 

tahun berikutnya menggunakan tahun anggaran. Pada beberapa  penelitian 

sebelumnya hasil PAD selalu positif signifikan terhadap belanja modal. 

Berdasarkan landasan teotitis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 

pengalokasian anggaran Belanja Modal. 

 

2.9.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal 

 

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan 

UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, 
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dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi 

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pinjaman Daerah, 

dan lain-lain penerimaan yang sah. 

 

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal 

tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup 

signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan 

pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk 

memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain 

yang tidak penting. Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut 

ketentuan adalah sebagai berikut: 

a. Dana Alokasi Umum (DAU)  ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari 

penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah 

kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi 

umum sebagaimana ditetapkan diatas. 

c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu 

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan. 

d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan 

proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 
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Pemerintahan pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal 

pemerintahan daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan 

adanya transfer DAU dari Pemerintahan Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk 

menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang 

menunjang tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan pelayanan publik. 

Beberapa penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

menunjukan hasil DAU berpositif signifikan terhadap belanja modal. Dalam 

penelitian tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel anggaran 

belanja modal tahun berikutnya menggunakan tahun anggaran. Landasan teoritis 

dan temuan-temuan empiris di atas, menghasilkan hipotesis sebagai berikut:  

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian 

anggaran Belanja Modal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai 

variabel dependen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Menurut Sekaran (2006:121), Populasi (population) adalah keseluruhan kelompok 

orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten 

di Provinsi Lampung berjumlah 15 kabupaten dan kota. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota 

di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2014. Data sampel diambil dengan 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria yaitu: 

1. Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang mempublikasikan 

laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2012-2014. 

2. Kabupaten/Kota yang bukan daerah pemerkaran baru atau berdiri selama 

lima tahun. 
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Dari 15 daerah kota dan kabupaten yang dijadikan populasi, hanya sebanyak 

11 yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian. Sumber 

data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website 

www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2012-2014 dapat  

diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli  

Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).   

Dari populasi yang berjumlah 15 (13 kabupaten dan 2 kota), peneliti hanya 

meneliti sampel sebanyak 11 (9 kabupaten dan 2 kota) yang sesuai dengan 

kriteria: 

1. Kabupaten Lampung Barat 

2. Kabupaten Lampung Selatan 

3. Kabupaten Lampung Timur 

4. Kabupaten Lampung Tengah 

5. Kabupaten Lampung Utara  

6. Kabupaten Tanggamus 

7. Kabupaten Way Kanan 

8. Kabupaten Tulang Bawang 

9. Pesawaran 

10. Kota Bandar Lampung 

11. Kota Metro 
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3.3  Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, 

menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). 

 

3.4   Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari  

dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan  

Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id. Dari laporan  

realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal, dana  

alokasi umum, dana alokasi khusus. Variabel Pertumbuhan Ekonomi yang  

diproksikan oleh PDRB  dan PAD bersumber dari BPS Lampung melalui  

www.bps.go.id/lampung.   

 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional   

 

3.5.1    Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada 

nilai (Sekaran, 2002). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel 

dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel 

lainnya (Sekaran, 2002 : 30). Pengujian ini untuk menganalisis secara empiris 
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mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap 

belanja langsung.  

 

3.5.1.1 Variabel Bebas (Independen) 

 
Ghozali (2005) menjelaskan bahwa disebut variabel independen karena veriabel 

ini tidak dipengaruhi oleh variabel antiseden (sebelumnya). Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

 

3.5.1.2 Variabel Terikat (Dependen) 

 

Ghozali (2005) menjelaskan bahwa disebut variabel dependen karena variabel ini  

dipengaruhi variabel sebelumnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah  

belanja modal. 

 

3.5.2 Definisi Operasional 

 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu 

variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan 

ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel tersebut (Sekaran, 2002).  

 

Variabel Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita  

(Boediono, 1985). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif  

yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu  

tahun tertentu. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus : 

  Pertumbuhan Ekonomi =  x 100 % 

Dimana dalam pengukurannya menggunakan skala rasio. 

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004). 
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Variabel Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah  

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya  

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan  

perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber  

penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai  

modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha  

daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.  

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah  

yang sah. Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus : 

 

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004). 

 
 
Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari  

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal  

dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana  

Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos  

dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Rumusan alokasi Dana  

Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat  

dinyatakan sebagai berikut : 

 
 

Dimana,  
 
 
 

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004). 
 
 

PAD =Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah 

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 
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Variable Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang  

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai  

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat  

dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.  

Variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal. Menurut PP Nomor 71  

Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan  

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode  

akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung  

dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel ini diukur 

dengan : 

 

 

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004). 

 

 

3.6 Alat Analisis 

 

Analisis yang dilakukan diawali dengan analisis deskriptif sebagai gambaran awal 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), PAD, DAU dan belanja modal. 

Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik agar asumsi-asumsi yang mendasari 

model regresi linier dapat terpenuhi dan penelitian tidak menjadi bias. Dari hasil 

pengujian asumsi klasik dilanjutkan dengan analisis regresi dimana akan diteliti 

masing-masing hipotesis, analisis regresi yang dipakai adalah regresi berganda. 

 
 
 
 
 

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja 

Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan + Belanja Aset Lainnya 
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3.6.1 Analisis Deskriptif 

 

Analisis ini menggunakan alat-alat analisis deskriptif seperti rata-rata, nilai 

minimum, maksimum, standar deviasi. Analisis ini ditunjukan untuk memberikan 

gambaran awal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), PAD, DAU dan 

belanja modal. 

 

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik 

 
Pengujian asumsi yang perlu digunakan antara lain: Uji Normalitas, Autokorelasi, 

Uji Multikolenearitas, dan Uji Hetereskedasitas. 

a. Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam 

penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005). 

Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui 

normaprobability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan 

distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan 

ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). 

b. Uji Multikolinieritas, diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya  

variable independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen 

lain dalam satu model (Nugroho, 2005: 58). Selain itu deteksi terhadap  

multikoliniearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses  

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing  
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variabel independen terhadap variable dependen. Deteksi multikolinieritas 

pada suatu model dapat dilihat jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak 

lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut 

dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 

10, maka Tolerance = 1/10 = 0,1.  

c. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan 

pengamatan yang lain, atau homokesdastisitas. Menurut Ghozali (2005: 107) 

model regresi yang baik adalah model yang homoskesdatisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dengan Uji Glesjer. Asumsi utama 

Uji Glesjer yaitu dengan melakukan regresi variabel independen terhadap 

residual (Ghozali, 2005: 111). 

d. Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin 

Watson (Durbin-Watson Test), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi 

serial atau tidak dengan digunakan untuk menghitung nilai d statistik. Salah 

satu pengujian yang mengetahui adanya autokorelasi adalah denganmemakai 
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uji statistik Durbin.Watson (DW test), dimana hasil pengujian ditentukan 

berdasarkan nilai Durbin-Watson (Wardani, 2008).   

Tabel 3.1 

Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson 

DW Kesimpulan 

<1,414 Ada autokorelasi positif 

1,414 -1,724 Tanpa kesimpulan 

1,724 -2,276 Tidak ada autokorelasi 

2,276 -2,586 Tanpa kesimpulan 

>2,586 Ada auotokorelasi negative 

 

 

3.7 Analisis Regresi 

 

Statistik yang digunakan adalah regresi berganda (multiple regression) karena 

analisis regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap 

pengeluaran pemerintahan (Hoover & Sheffrin, 1992 dalam Purnomo 2006). 

Regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk memprediksi apakah 

komponen-komponen pertumbuhan ekonomi , PAD, dan DAU mempengaruhi 

Belanja Modal Pemerintah Daerah, dimana persamaannya adalah sebagai berikut, 

(Gujarati, 1995): 

 

 

Dimana: 

Y = Belanja Modal 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

X1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + e 

Sumber :Wardani, 2008 
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X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X3 = Dana Alokasi Umum (DAU) 

e = error 

Pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS for 

windows release 16.0 (Statistical Package for Social Science). 

 

3.8 Rancangan Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependen 

(Belanja Modal). 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan menggunakan 

Uji-t pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) 5%. 

2. Uji Statistik F. pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model 

regresi dapat dan layak digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau 

dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersamaan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) 5%. 

Dasar pengambilan keputusan adalah: 

a) Jika Sig < 0.05 maka : Ha diterima. 

b) Jika Sig >0.05 maka : Ha ditolak. 
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3.9 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan  

antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya  

nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square).Nilai koefisien  

determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2005). Nilai R2 yang kecil berarti  

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel  

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel  

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk  

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). 

 

3.10 Uji F 

 

Output hasil uji F dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap  

variabel tergantung secara simultan (Gujarati, 1999). Pedoman untuk menerima  

atau  menolak hipotesis sebagai berikut :  

1. Probabilities value (p) > 0,05 maka Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.  

2. Probabilities value (p) < 0,05 maka Ha diterima. Artinya ada pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

 

3.11 Uji t 

 

Uji Statistik t untuk menguji secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel  

terikat dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat  

keyakinan 95% (a =0,05). Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh  
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variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan 

menganggap variable independen lainnya konstan (Gujarati, 1999). Penetapan  

untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak yaitu :  

1. Probabilities value (p) > 0,05 maka Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.  

2. Probabilities value (p) < 0,05 maka Ha diterima. Artinya ada pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum 

terhadap belanja modal, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut:  

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap angggaran belanja modal . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal selama ini 

terjadi tidak ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi. 

2. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal selama ini 

terjadi tidak ditentukan oleh faktor Pendapatan Asli Daerah. 

3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran 

belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal 

selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum. 
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5.2 Saran 

 

Saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah:  

1. Penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung 

saja. Dengan begitu daya generalisasi penelitian ini masih rendah. Studi ini 

dapat diperluas dengan menggunakan sampel di luar Provinsi Lampung.  

2. Penggunaan data yang  lebih lengkap dengan rentang periode waktu  

penelitianyang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan 

generalisasi atas hasil penelitian tersebut.  

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih 

lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik 

ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, 

maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi 

makroekonomi. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 

Keterbatasan penelitian ini yaitu:  

1. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang  

memiliki ketersediaan data, yaitu 11 kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Hal 

ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang 

menjadi sampel penelitian, sehingga hasilnya belum dapat di generalisasi 

untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.  

2. Penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum manakah yang memberikan kontribusi 

besar terhadap anggaran belanja modal.  
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3. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam 

penyusunananggaran Belanja Modal. 

4. Pada penelitian ini regresi dilakukan sekaligus 3 tahun, untuk penelitian 

selanjutnya melakukan teknik analisis dengan cara meregresi pertahun untuk 

menghindari hasil penelitian yang bias. 
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